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Sesungguhnya pengertian tentang
hak-hak buruh pada tingkat internasional
masih beragam. Organisasi Buruh Inter-
nasional (ILO} vang dipandang sebagati
lembaga yang mchindungt dan mempro-
mosikun hak-hak bureh telah mengeluarkan
ratusan konvensi. Namun masih belum
terdapat kesepakatan tentang konvensi apa
saja yang dapat dipandang sebagai bagian
integral dari hak-hak buruh. Terlepas dari
keragaman 1ini, terdapat beberapa hak-hak
buruh yang dikeluarkan melalu konvensi ILO
yang sangat pararel dengan dan sukar
dipisahkan dari pengertian tentang hak-hak
asaslt manusia (HAM). Beberapa hak
tersebut misalnya antara lain adalah hak
kebebasan berserikat (tahun [948), hak
pengupahan yang adil bagi wanita dan pria
(1951). penghapusan tenaga kerja paksa
{1957). dan diskriminasi dalam mbalan
pekerjaan dan jabatan (1958).

Dalam derajat tertentu kepedulian
rmasyarakat internasional terhadap hak-hak
buruh mendahuli kepedulian terhadap HAM.
Fakta bahwa ILO didirikan pada 1919 jauh
mendahului pembentukan PBB menunjukkan
hal ini. Terlepas dari fakta ini, namun sangat
jefas bahwa hanya setelah PD II terdapat
perhatian yang lebih serius dari ILO terhadap
hak-hak buruh. Deklarast Hak-Hak Azas:
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Manusiu Sedunia oleh Majelis Umnum PBB
yang baru dibuat pada tahun 1948 tampaknya
memberikan dorongan bagi ILO untuk
mengeluarkan ketentuan-ketentuan lanjutan

‘tentang hak buruh ?

Tulisan berikut tidak bertujuan untuk
menyoroti hubungan antara HAM dengan
Hak-Hak Buruh. Yang ingin disorot adaiah
kesulitan-kesulitan yang muncul untuk
menghormati hak-hak boruh dalam konleks
liberasi perdagangan di negara berkembang.
Seperti diketahui sctelah terbentuknya
Organisast Perdagangan Dunia (W'TO) pada
19935, komitmen negara-ncgara anggota untuk
terus bergerak ke arah tindakan-tindakan
liberalisasi perdagangan terus dilakukan.
Walau tidak secara langsung berhubungan
dengan liberalisasi perdagangan, terdapat
berbagai 1su baru vang muncul yang akan
menentukan masa depan sistem perdagangan
dunia. Satu di antara berbaga isu baru tersebut
terkait dengan hak-hak buruh dan per-
dagangan internasional®.

Dumping Sosial atau Imperialisme
Sosial

Pertanyaan pokok dalam isu ini
adalah apakah penghormatan terhadap huk-

53



MAKMUR KELLAT

hak buruh perlu dikaitkan secara formal
dengan perdagangan internasional? Jawaban
werhadap pertanyaan ini, seperti yang akan
terfihat, tiduk daput dijawab semata-mata
dengan argumentast hukum. Penyebabnya
adalah bahwa adanya keterkaitan isu ini
dengan kepentingan-kepentingan ekonomi
dan politik di luar kelompok burvh 1tu sendiri
baik di negara maju pun di negara ber-
kembang .

11 satu sist, terdapat kelompok yang
menyatakan bahwa huk-hak buruh memang
seharusnya tidak dipisahkan dari per-
dagangan internasional. Para pendukung
gagasan nt menyatakan bahwa negara-
negara berkembang telah meningkatkan
ekspornya dengan mengabaikan hak-hak
buruh yang diakui secara internasional
(internationaliy recognized tabor vights).
Karena 1lu, kebijakan mengabaikan hak-hak
buruh dulam perdagangan iniernasional
dikitegorikan sebagai bagian dari “praktek
perdagangan yang tidak adil”. Pandangan ini
umumnya dikemukakan oleh pemerintab
Amerika Serikal, Perancis dan beberapa
negara Eropa dan juga beberapa serikat
buruh di Eropa.

Pada sis1 lain. terdapat kelompok
vang menolak keterkaitan mi. Penolakan 1ni
tidak hanya dikemukakan oleh negara
berkembang seperti negara unggota ASEAN
dan India tetapi juga oleh Jepang dan Aus-
tralia dan juga oleh sebagian besar para
ekonom. Argumen yang dikemukakan
adulah bahwa pengkaitan semacam itu tidak
sesual dengan gagasan perdagangan bebas
vang menjadi filosofr dart WTQ. Jika
dilaksanakan akan memgikan perekonomian
negara berkembang dan akan menghambat
ekspor negara-negara lersebut. Karenanya
mengaitkan hak-hak buruh dengan per-
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dagangan internasional dipandang schagai
suatu bentuk proteksionisme terselubung.
Hingga kini 1su pengkaitan hak-hak
buruh dan perdagangan i telah menjad
suatu perdebatan yang sengit dalam pe-
rundingan multilateral WTO. Bagr para
pendukungnya, negara-negara berkembiang
dipandang tengah melakukan “dumping
sostal” karena mengeksploitast buruh untuk
meningkatkan keimggnlan komparatit produk
eskpor mereka didam pasar internasional,
Sedangkan bagi para penentangnya. upaya
pengkaitan terscbut dipandang sebagai
bagian upaya dari negara maju untuk me-
lukukan “imperialisme sosial” dan juga
dicurigai sebagal bagian daci upaya negara
maju untuk mencegah masuknya nmigran
gelap dar negara berkembang kuarena mouf
mencart pekerjaan dangan gajl yang tinggi.”
Upaya pengkaitan hak-hak huruh
dengan perdagangan internasional 1t
memang belum berhasil dijadikan schaga
bagian dari keientuan resmi WTO. Dua
periemuan terakhir yang diadakan WTO,
masing-masing di Singapuora dan Seattle,
Amerika Sertkat, belum berhasil menye-
lesaikan 1su ini. Bahkan pertemuan di Seattle
Desember tahun lalu berakhir dengan
kerusuhan karena demonstras: vang dilaku-
kan oleh para penentang WTO. Salah satu
yvang ditentang keras olch negara ber-
kembang dalam pertemuan di Seattle adalah
adanya usaha negara maju untuk tetap men-
desakkan isu buruh agar menjadi salah satu
agenda kegiatan WTO di musa depan’’
Meskl demikian, kekhawatiran
terhadap isu ini tidak serta merta menghilang.
Kampanye publik terus-menerus dilakukan
di beberapa negara maju agar perusahan-
perusahan yang beroperasi di negara ber-
kembang menghormati hak-hak buroh sesuai
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dengan standar internasional. Kampaye int
dapat dilakukan tidak hunya karena terdapat
beberapa organisas: non-pemerintuah yang
sungat aktif memperjuangkan hak-hak buruh
sepertt National Labor Committee, di
Amerika Serikat dan World Development
Maovement di Ingeris, Tetapt juga karena
mereka membangun suatu jaringan kerja-
saima untuk kar informast. Hal int misalnya
dilakukan oleh Jarerfeith Center on
Corporate Kesponsibility vang berke-
dudukan di Amerika Serikat dan bekerjusama
dengan Ecumenical Comnuitee for Cor-
prorate Responsibidity yang berkedudukan
di Inggris serta Tuskforce on the Churches
and Corporare Responsibility yang berke-
dudukan di Kanada.”

Walan belum ada data komprehengif
lentang hasil dar kampanye 0w, namon suatu
penelitian yang dilakukan oleh Universitas
Marymount menunjukkan bahwa terdapat
kesadaran yvang semakin besar dari masva-
rakal negara maju terhadap proses pem-
buatan dart produk barang yang mereka beli.
Penclitian itn menunjukkan bahwa sekitar
785 dari 1.008 responden vang dijadikan
target penelitian menyatakan tidak akan
pergl berbelanja ke toko-toko yang menjual
pakalan yang berasal dar pabrik dengan
kondisi kerja yang memprihatinkan dan yang
membayar upah buruh sangat rendah (sweat-
shop). Selam 1tu, 849% darn kescluruban
responden menyatakan bersedia membayar
satu dolar lebth mahal untuk pakaian yang
berhurga 20 dolar jika (erdapat jaminan
hahwa pakatan tersebut dibuat oleh pabrik
yang menghormati standar buruh *

Sebagal akibat dart tuntutan i,
beberupa perusahuan di negara maju telah
meluncurkan kebijakan baru dalaum ber-
hubungan dengan buruh. Menyebut dua
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contoh kasus misalnya adalah tanggapan
yang telah diberikan oleh Levis Strauss dan
Starbuck Cofte Inc. Perusahaan yang disebut
pertama. Levi Strauss, teluh menciptakan
suatu  code of conduct tentang standar-
standar kondisi-kondist kerja yang perlu
dipenuhi oleh perusahaan itu ketika me-
lakukan operasi kegiatannya di negara
berkembang. Mirip dengan 1(u, Starbuck
Coffe Co, juga telah melakukan hal yang
sama ketika dicurigai membell kopi dar
perusahaan di negara-negara Amerika Latin
yang menggunakan buruh di bawah umur.

Dalam kaitan dengan tanggapan in
menartk mencatat bahwa terdapat kera-
gaman dalam penerapan tentang standar dan
kondisi kerja tersebut. Keragaman int tidak
hanva terjadi aniar perusahaan telapl juga
dalam perusahaan yang suma. Avon misal-
nya, tidak menerapkan standard yang sama
untuk seluruh wilayah operasinya tetupi
berbeda antara satu wilayah dengan wilayah
lainniya. Bagi para pendukung keterkaitan hak
buruh dan perdagangan internasional,
keragaman standar semacam ini tentu saja
dipandang bias."

Satu alasan mengapa keragaman ini
lerjadi terletak pada pengertian yang tidak
menyatu tentang apa yang dimaksud dengan
“hak-hak buruh yung diakui secara inter-
nasional”. Organisasi Buruh Internasional
(ILO) memang telah mengeluarkan sekitar
170 konvensi, namun tidak terdapat kese-
pakatan di tingkat internasional apakith
seluruh konvensi itu harus diratifikasi dan
diterima oteh seluruh negara sebagai “hak-
hak buruzh yang diakui secara internasional”.
Patut pula mencatat bahwa Amerika Scrikal
sendiri, sampai dengan 1995, baru  mera-
tifikasi 12 konvensi ILO."°

Alasan lainnya adalah karena
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perusahaan-perusahaan di negara maju tidak
semuanya melakukan bisnis secara langsung
di negara berkembang. Sebagian besur juga
menjalankan bisnisnya dengan melalui
kontrak untuk menghasilkan suatu produk
tertentu. Sistem sepertt int telah menyulitkan
kontrol secaru langsung terhadap nasib buruh
di negara berkembang. Kesulitan lainnya
muncul dar1 bukti empiris yang lemah. Dari
sudut penjclasan iimu ekenomi hingga kini
belum terdapat bukti bahwa standard buruh
yang rendabh di negara berkembang me-
ngurangi biaya produksi secara signifikan dan
bahwa standard buruh yang rendah itu
khususnya telah terjadi dalam sektor ekspor.”

Datam kaitannya dengan Indonesia,
isu tentang penghormatan terhadap hak-hak
buruh ini memiliki dua dimensi yang unik.
Pertama, pemerintah Indonesia sejauh ini
telah meratifikasi sepuluh koavensi ILO.
Kescpoluh konvensi itu adalah persamaan
perlakuan bila terjadi kecelakaan di tempat
kerja { Konvensi no. 19), tentang kerja paksa
(Konvensi no. 29), tentang buruh perempuan
vang bekerja di bawah tanah {Konvensi no.
453, tentang kebehusan berorganisast (Kon-
vensi no. 87), tentang hak berorganisasi dan
perundingan kolekut (Konvensi no. 98).
tentang hak mendapat bayaran yang sama
anlara pria dan wanita (Konvensi no. 100),
tentang liburan mingguan (Konvensi no. 106),
tentang kesehatan (Konvensi no. 120),
entang perundingan tripartit { Konvensi no.
144}, dan tentang usia kerja minimum
{Konvensi no. [ 38).

Kedua, pengukuan terhadap arti
pentingnyu konvensi-konvensi ini tidak secara
otomatis berarti bahwa hak-hak buruh dalam
realitas faktualnya memang berjalan dengan
batk. Dalam hal ini menarik mengetahui
penclitian yang dilakukan oleh Burns dan
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Mather tentang standar buruh dan kondisi
kerja dart perusahaan yang berorientas
ekspor di Indonesia. Penelitian yvung dilak-
sanakan selama kurun waktu akhir 1997
sampal dengan awal 1998 im telah mem-
berikan beberapa temuan menarik. Satu di
antaranya lerkait dengan adanya jurang atau
ketidak-selarasan antara standar perburuhan
dan kondisi kerja yang diklaim telah dianut
oleh perusahaan dengan penerapan standard
dan kondisi itu dalam praktek nyata. ™ Mexski
demikian, penelitian mi memiliki keterbatasan
untuk menjelaskan model dan mdikator dar
standard perburuhan internasional yang
digunakan di [ndonesia. Keterbatasan ini
terkait dengan takta bahwa penelitian 1o
hanya terfokus pada perusahaan bukan
Inggris namun mengeskpor produknya ke
Inggris dengan sampel sebanyak 9
perusahaan. Hal int mengakibatkan tidak ada
sama sekali temuan tentang stanaar per-
burnhan dan kondisi kerja yang diberlakukan
dan dipraktekkan sccara nyata oleh peru-
sahdaan-perusahaan industri asing dari negara
maju, dalam hal inj negara-negara dari Uni
Eropa dan Amerika Serikat yang menja-
lankan kegiatan bisnisnya di Indonesia,

Kecemasan terhadap Kompetisi

Terlepas darn fakta-fakia di atas,
adalah jelas bahwa terdapat suatu paradoks
dalam gagasan tentang hberalisast per-
dagangan. Paradoks itu terkait dengan sikap
negara industri maju terhadap gagasan eko-
nemi liberal yang melatar-betakangi pem-
bentukan WTO. Selama ini kelompok negara
maju umumnya dikenal sebagar pendukung
utama tentang manfaat dari tindakan libe-
ralisast perdagangan. Campur tangun
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pemerintah dalam perckonomian dianggap
melahirkan distorsi ekonomi. Namun, dalam
konteks upah buruh, seperti terlihat di atas,
dukungan ni tidak sepenuhnya lotal. Kelom-
pok negura maju tampaknya mensyuratkan
adanya suatu regulast dalam upah buruh yang
harus ditakukan oleh negara berkembang.

Implikasinya adalah bahwa dengan
menunjukkan sikap seperti ini-negara maju
lelah berada dalam posist yang bersebe-
rangan dengan gagasan awal pemukiran
ekonomi liberal, Dalam gagasan awalnya,
pemikiran ekonomi liberal memandang
bahwa besaran upah buruh merupakan fung-
stdari peningkatan pertumbuban pendapatan
nastonal. Jika pendapatan nasional mening-
kat, maka upah buruh juga diproyeksikan
akan meningkat. Dalam rumusan berbeda,
bisa juga dinyatakan dalam kalimat: bahwa
bukan peningkatan upah buruh itu yang
menyebabkan terjudinya peningkatan pen-
dapatan naxtonal tetapi harus dipahami dalam
togika yang sebhaliknya.”

Jika pendapat Adam Smith ini
dikaitkan dengan gambaran nyata yang
terjadi dialam pendistribusian GNP per-kapiia
antara negara maju dan negara berkembang
akan terlihat kesulitan nyata vntuk mening-
katkan upah buruh di negara berkembang.
Kesulitan 1mi muncul dari fakta bahwa
pertumbuhan pendapatan perkapita pen-
duduk dunia pada tingkat global lebih
memihak negara maju dibandingkan negara
berkembang. Beberapa studi yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa rasio
perbandingan GNP perkapita antara negara
maju dengun negara berkembang sesung-
guhnya menunjukkan jurang yang sermakin
lebar.

Swdi yvang dilakukan oleh Paul
Bairoh sebagai misal menunjukkan bahwa
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Jtka rasio itu 1;5 pada tahun 1860, maka pada
tuhun 1970 telah menjadi 1;3. Demikian juga
studi vang dilakukan UNDP yang me-
nunjukkan bahwa rasio tersebut telah
melebar menjadi 1:18 pada tahun 1989."
Karena 1tu, tanpa mengubah pola interuaksi
ekonomi internasional yang memungkinkan
negara berkembang untuk menyempitkan
Jurang GNP perkapitanya dengun negara
maju maka  sangal sulit untuk meiakukan
perbaikan dalam standar uwpah burub di
negara berkembang. Tampaknya, perhatian
yang semakin besar terhadap kondisi per-
buruhan di negara berkembang muncul se-
bagai akibat tekanan-tekanuan politik domestik
di negara maju.

Sebelumnya terdapat kevakinan
bahwa relokasi industri yang terjadi dan
negara maju ke negara berkembang, khu-
susnya dalam scktor industri manufaktur
sepertl tekstil, akan menciptakan pembagian
kerja baru di uingkat global. Diproyeksikan
bahwa proses relokasi itu akan membut
negara maju febih memusatkan diri pada
industri jasa. Dalam kaitan tni para burub di
negara maju yang kehilangan pekerjaannya
sebagai akibat proses relokasi itu akan dapat
terserap oleh perkembangan di sckior jusa.
Keyakinan ini taumpaknya belum memiliks
landasan yang kuat. Dalam kasus Amerika
Sertkat misalnya, 500 perusahan industri di
negeri itu tidak menciptakan pekerjaan baru
apapun pada kurun waktu 1975-1990.
Bahkan dilaporkan bahwa andilnya dalam
penyerapan tenaga kerja telah merosot dari
1 7% menjadi 10%:."

Situasy 1 tampaknya telah mem-
berikan kontribusi yang cukup signifikan
untuk meaciptakan “kepekaan™ dan “sen-
timen emosional” masyarakat negara maju
terhadap hak-hak buruh di negara ber-
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kembang. Terdapat kekhawatiran bahwa
upah buruh yang rendah di negara ber-
kembang iu akan dapat membawa dampak
buruk bagi kondisi dan standar upah
perburuhan di negara maju. Dengan kata lain.
kegehsahan di negara maju terhadap sttuasi
nerburuhan di negara berkembang berasal
dan keridak-pastian terhadap manfaat yang
dihasilkan oleh kompetisi pasar yang semakin
ketat, '™

Dilihat dart sudut i, jelas terlihat
bahwa perbimcangun tentang hak-hak azusi
buruh perlu ditempatkan dan dipahami dalam
ragangan {framework) vang lebih Iuas,
realistis dan membumi. Hal ini tidak berarti
buhwa huak azasi buruh tidak penting dan
dapat diabaitkan. Yang ingin ditckankan
adalah bahwa perbincangan tentang hak
buruh sebutknya tidak melutu dipahami dalam
kerangka normatif-hukum tetapi juga
mencakup dimensi politik dan ekonomi pada
tatunan internasional. Sesungguhnya —
meminjam ungkapkan Henry J. Steitner —
hak-hak azasi bersangkut paut dengan
kKekuusaan, perjuangan kekuasaan dan
distribust kekuasaan. "

Krisis finansial pada tingkat global
telah pula menyebabkan kesulitan yang
semakin besuar untuk meningkatkan upah
buruh di negara berkembang . Sebagai contoh
kasus adalah Brasil. Pada akhir 1998, setelah
Asia dan Rusia, Brasil di Amerika Latin juga
(erlanda krisis finansial. Mata uang negara
ini merosot 409 dalam tiga bulan, dan tingkat
pertumbuhan ekonominya juga merosot dari
3% pada 1997 merosot menjadi 0,5% pada
tuhun 1998, Schagar akibat dari knisis ini,
hahkan sebenuarnya sekitar 24% dari
penduduk Amerika Latin kini berpendapatan
kurang dart US$ | seharinya.™
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Mirip dengan Brasil, krisis finansial
yang dihadapi Indonesia juga telah me-
nempatkan kelompok buruh sebagai salih
satu kelompok yang paling tidak beruntung
sebagai akibat dari krisis moneler yang telah
melanda Indonesia sejak tahun 1997, Walau
scjak Mei 1998, telah terdapat lebih dant spatu
organisasi burvh yang diakui resmi oleh
pemerintah. namun kondist kehidupan para
buruh d1 Indonesia tidak dapat dikatakan
semakin membaik. Situast yang ada mene-
caskan bahwa kebebusan berserikat men-
jamin bahwa standar kehidupan akan menjadi
lebih bark. Bagi buruh di Indonesia
tampaknya tidak ada juminan bahwa de-
mokrasi berarti upah yang lebih baik (denio-
cracy pavs higher wages).

Lonjakan harga yang membubung
dan tingkat pengangguran vang semakin
tinggl yang muncul sebagat konsekuensi logis
dari stagnasi ekonomi nasional dalam tiga
tahun terakhir telah sangat memerosotkan
kapasitas buruh untuk memenuhi kebutuhan
schari-hart mereka. Tidaklah mengherankan
jika ketidak-puasan buruh dalam bentuk uksi
protes mogok semakin sering terjadi di kota-
kota besar di Indonesia.

I engah-tenguh sitnasi semacam
ini, kebijakan pembangunan yang ramah
terhadap buruh (Yabor-friendlv develop-
ment policy) belum menjadi prioritas utama
dari lembaga-lembaga kevangan nlerna-
stonal. Dibandingkan dengan lingkungan
hidup misalnya, isu tentang buruh memang
terasa seakan dipinggirkan dalam agenda
kerja IMF dan Bank Dunia. Tidak acla usaha
vang serius yang dilakukan oleh dua lembaga
in1 untuk menanggulangi secara komprehensift
tingkat pengangguran vang membengkak dan
merosotnya standar kehidupan para buruh di
negara-negara yang lerlanda krisis moneter.,
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Dalam hal ini putut mencatat bahwa
dua lembaga keuangan internasional ini
sangat mempromosikan gagasan per-
dagangan bebas dulam barang dan jusa-jasa
(free trade in goods and services), dan juga
vagasan lalu lintas devisa bebas (free capita!
mability). Namun dalam hal tenaga kerja,
dua lembaga int tdak memberikan dukungan
terhadap gagasan kebebasan buruh untuk
berpindah tempat {freedom of movement
of lahor). Mobilitas para bureh melintasi
perbatasan hingga kini tetap dianggap
sebagat tindakan melanggar hukum,
witlaupun tu dilukukan untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik. Hampir bisa
dipastikan bahwa wajah dunia dengan
globulisasinya akan sangat berbeda jika arus
barang. jusa dan uang yang bebas juga
disertai dengan arus buruh vang bebas.

[ni tidak berart buhwa tidak terdapat
sebab-sebab struktural pada tingkat domestik
yang menciplakan kesulitan bagi peningkatan
upah buruh di negara berkembang. Dalam
kasus di Indonesia misalnya, salah satu
kesulitan utama untuk meningkatkan upah
buruh terletak pada tidak jelasnya ruang
verak untara pengusaha dengan birokrasi
vang pada akhirnya bermuara pada
munculnya prakick pungutan ekonomi lar
Lilfegal economic {evv)., Pungutan ekonomi
semacam inl telah menambah bebuan
pengusaha dan meningkatkan biaya produksi.
Sebagar akibatnya upaya untuk me-
ningkatkan perlakuan yvang manusiawi
terhudap buruh menjadt terhambat. Gerakan
reformast tumpaknya juga belum berhasil
sceara wntas untuk memberantas praktek
pungutan Liarim.”!
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Catatan

' Beberapa hak ind jelas diakur dan juga wrsiva
dalam pasal-pusal yang terdapat dalam Dekluras)
Hak-Hak Azast Manusia oleh Majelis Unuin
FBEB pada 1948. Schagal misal, konvensi yang
menychutkan kehebasan berserikat musalnya
dyamin datam pasal 20 Deklarast HAM, Demikian
Juga halnya konvens) wentang penghapusan
tenaga kerja paksa sealur dengan larangan
perbudakan  yang termuat dalam pasal 5
Deklarast HAM. Untuk diskusi lebih jauh Tihat,
Peter R. Bachr, Hak-F ok Azase Mansie Dalon
Politik Luar Negert  (Jakarla, Yayasan Obor
[ndonesia, [998),

= Scuara historis, kepedulian masyarakat
internasional terhadap hak-hak buruh dalam
derajat tertentu dipengaruhi oleh perkembangan
politik vang terjadi setelah Perang Dunia [ dan
Juga oleh kemunculan revolust Rusia 1917,
Kedua penistiwa int meningkatkan radikalisus
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